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ABSTRAK 
Isnaeni ( B12113349), Implementasi Pendaftaran Penduduk 
Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum 
Administrasi Negara (Studi Kecamatan Tamalanrea). Dibimbing oleh 
Muhammad Yunus  dan Hamzah Halim. 
Penulisan hukum ini bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana 
implementasi dan hal-hal yang mempengaruhi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) 
di Kecamatan Tamalanrea. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif 
dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum 
deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 
wawancara, observasi, kepustakaan dan kepustakaan baik berupa buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 
sebagainya. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota 
Makassar (pelaksanaan E-KTP) yang dilaksanakan di Kecamatan 
Tamalanrea belum Mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, Pelaksanaan 
E-KTP belum dilaksanakan secara optimal, seperti sebagaimana mestinya 
masyarakat yang seharusnya ditargetkan memiliki E-KTP sebagai 
kelengkapan data diri masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Di Kota Makassar, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 
dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas 
kepemilikan dokumen tetapi pengadaan E-KTP terhenti dan saat ini 
masyarakat hanya memakai surat keterangan sementara yang berlaku 
selama 6 bulan setelah pengurusan. Otomatis implementasi pendaftaran 
penduduk mengalami pengunduran atau kegagalan kependudukan karena 
sistem pelaksanaannya tidak terlaksana. Khususnya pengadaan E-KTP. 
Jadinya hanya ktp yang dulunya kertas sekarang plastik (kepingan) hanya 
itu saja, dimana dalam bentuk kepingan saat ini pun tidak terlaksana juga 
karena tidak adanya blanko. Dan faktor yang mempengaruhi Implementasi 
pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea belum 
mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik diantaranya karena adanya faktor hukum, faktor Penegak 
Hukum, faktor sarana atau fasilitasi pendukung, dan faktor masyarakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya data 
administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna 
melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya 
administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan 
perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa 
Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan 
sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang 
professional, memenuhi standar teknologi  informasi, dinamis, tertib, dan 
tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju 
pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan 
kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan 
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dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. 
E-KTP salah satu proyek bernilai triliunan negara kita. Namun, proyek 
bernilai triliunan itu nyatanya tidak menghasilkan sistem administrasi yang 
baik dikarenakan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurut 
presiden Repblik Indonesia kita Joko Widodo, masyarakat akan 
mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan administrasi 
semisal SIM, paspor, perpajakan dan sebagainya jika anggaran tersebut 
dimanfaatkan dengan membangun sistem yang baik. 
“Habisnya Rp 6 Triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang 
plastik, hanya itu saja, sistemnya belum,”1 
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih 
dikenal dengan istilah e-KTP di Kota Makassar belum sepenuhnya maksimal. 
Dikarenakan masalah blanko e-KTP yang tidak tersedia, kemudian juga 
akibat minimnya alat pembuatan e-KTP serta kendala jaringan yang sering 
menjadi “musuh” utama kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Discapil) kota Makassar. Memang harus diakui, minimnya alat adalah 
salah satu kendala utama sehingga pelayanan belum dapat maksimal 
sepenuhnya dalam pembuatan e-KTP, kendala alat dan jaringan tersebut 
membuat efisiensi pelayanan mereka dalam pembuatan e-KTP bagi sekitar 
                                                             
1 Imanuel Nicolas Manafe. Jokowi Sebut Anggaran Triliun Tapi Hanya Hasilkan KTP Plastik. 
Tribunnews.com pada tanggal 11 maret 2017 pukul 16:13 
3 
 
1,7 juta jiwa penduduk kota Makassar belum dapat maksimal. Olehnya, 
masyarakat berharap ada penambahan alat baru serta pengadaan berbagai 
kekurangan yang saat ini menjadi masalah. Sebab, masyarakat mengakui 
jika pembuatan e-KTP bagi penduduk yang berpindah dari kabupaten/kota ke 
Makassar, akan membutuhkan waktu sebulan jika ingin menunggu proses 
pembuatan e-KTPnya. Harapan masyarakat dari 14 kecamatan yang ada di 
Makassar, akan ada satu alat untuk 1 kecamatan. Karena proses pembuatan 
e-KTP jika melalui verifikasi di pusat itu kadang membutuhkan waktu hingga 
sebulan2. Seperti halnya yang diungkapkan Walikota Makassar Danny 
Pomanto, bukan karena tidak ada pelayanan, namun keterbatasan alat cetak 
KTP yang belum diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Makassar. 
“Percetakannya kita jadi kendala, kenapa sering terlambat warga dapat KTP 
karena di kecamatan di data diusulkan ke Jakarta dicetaknya, dan 
dikembalikan ke Discapil3. 
Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dasar hukumnya 
adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang 
merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan 
publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat 
memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan 
                                                             
2 Syariat Tella. Ini penyebab pelayanan e ktp makassar lamban.rakyatsulsel.com.pada 17 Desember 
2016 pukul 17.49 . 
3  Muh. Asrul. Makassar Belum Siap Laksanakan E-KTP Seumur Hidup, Ini Kendalanya. 
sulsel.pojoksatu.id pada tanggal 17 desember 2016 pukul 17.49. 
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kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan 
perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, 
memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 
Selain itu pemberian pelayanan publik diatur dalam standar operasional 
pelayanan (SOP) yang ada disetiap kecamatan termasuk dikecamatan 
tamalanrea. 
Untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdasarkan Perda 
Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makasaar. Dan yang menjadi 
prioritas utama dalam pemberian pelayanan bagi pelayan publik kecamatan 
adalah ketepatan waktu penyelesaiannya, kenyamanan tempat pelayanan, 
perilaku yang baik bagi petugas pelayanan. Mengenai waktu yang diperlukan 
pelayan publik kecamatan dalam menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat menurut responden diusahakan 1 (satu) hari tapi terkadang lebih 
dari itu jika masyarakat tidak memiliki kelengkapan berkas administrasi yang 
diajukan. Mengenai kendala yang dihadapi pelayan publik dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa tidak lengkapnya kelengkapan 
administrasi yang diajukan masyarakat atau persyaratan yang dibutuhkan 
tidak dilampirkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pelayanan publik 
kecamatan memberikan pengertian kepada masyarakat, meminta 
masyarakat melampirkan persyaratan yang diminta dan menghadapi 
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masyarakat dengan sabar. Kadangkala pemerintah cenderung bertindak 
transparan untuk hal-hal yang terkait dengan kewajiban warga tetapi 
pemerintah tidak bertindak transparan untuk hal yang terkait dengan hak-hak 
warga sebagai mana mestinya. 
Selain pelayan publik (dalam hal ini pegawai kecamatan), dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat terkadang masyarakat juga 
melakukan klaim atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diperoleh. 
Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga memerlukan biaya 
administrasi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai pembagian fungsi 
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 
Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila tugas-tugas 
pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, namun kenyataannya tugas-
tugas tersebut tidak berjalan secara efektif, misalnya dalam lingkup 
pemerintahan kecamatan terkadang tugas memberikan pelayanan kepada 
masyarakat tidak berjalan optimal. Peraturan yang ada telah cukup 
menjelaskan kedudukan, fungsi, hak serta kewajiban seorang camat. Begitu 
juga hubungan camat dengan organisasi atau unit kerja pemerintah lainnya, 
telah ada pembagian kewenangan yang jelas. Akan tetapi, kewenangan 
camat yang bersifat strategis masih kurang. Camat selalu disibukkan dengan 
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kegiatan administratif dan seremonial, sedangkan kewenangan untuk 
melaksanakan pelayanan sangat sedikit, jadi pelayanan kecamatan belum 
optimal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mendesak 14 camat 
se-Makassar untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, sebab kualitas 
pelayanan kecamatan masih kurang.  
Penduduk yang tercatat dalam Kecamatan di Tamalanrea 
diprediksikan sudah 70% yang membuat E-KTP, tidak bisa diprediksikan total 
keseluruhan masyarakat. Karena tiap bulan pasti ada masyarakat yang 
pindah ke luar kota ataupun sebaliknya, jaringan yang sering offline maka 
sempat Kantor Kecamatan Tamalanrea tidak menerima pelayanan 
pembuatan E-KTP selama 2 bulan akibat dari pemindahan jaringan dari 
indosat ke telkom. Kendala lain juga Kota Makassar hanya memiliki 6 unit 
alat pencetak E-KTP padahal ada 14 kecamatan di Kota Makassar yang akan 
dilayani setiap harinya, kendala dari masyarakatnya sendiri, sering tidak jujur 
apabila sudah ada E-KTP di tempat lain. Setiap hari pegawai akan membawa 
berkas-berkas pengajuan pembuatan E-KTP ke Dinas Catatan Sipil, 
pelayanan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sudah berjalan 
sebagaimana mestinya, tetapi masih harus ditingkatkan. Keterbukaan dan 
transparan sangat diperlukan agar masyarakat lebih mengerti tentang alur 
proses pembuatan E-KTP sesuai peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, supaya tidak adanya penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap 
pelaksana. Kinerja yang diperlihatkan juga masih jauh dari harapan. 
E-KTP mempunyai keunggulan dibanding dengan KTP biasa berbasis 
nasional, diantaranya yaitu e-KTP bahan terbuat dari PVC/PC, mampu 
menyimpan data dan data dibaca/ ditulis dengan pembaca kartu (card 
reader). Tetapi dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih 
memiliki kelemahan misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di 
permukaaan e-KTP. Hal tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi 
sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga 
perbankan e-KTP tidak diakui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. 
Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak 
punya alat (card reader). Maka pihak pemagang e-KTP terpaksa harus 
meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 
untuk meyakinkan bank. Sistemnya yang perlu perbaikan.  
Banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu 
dan biaya pembuatan KTP, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan terjadi 
penyimpangan-penyimpangan, masih menunjukkan sikap selalu minta untuk 
dihormati dan bukannya melayani masyarakat yang membutuhkan, sehingga 
kebutuhan pelayanan masyarakat akan KTP banyak kali memakan waktu 
yang lama. 
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Maka dari semua itu berangkat dari realitas dan penjelasan diatas, 
merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan 
mengangkat judul penelitian, “Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai 
Upaya Tertib dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan 
Tamalanrea)”  
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan, yakni: 
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar (pelaksanaan E-
KTP) di Kecamatan Tamalanrea? 
2. Apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di 
Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) di kecamatan Tamalanrea? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar 
(pelaksanaan E-KTP) di Kecamatan Tamalanrea 
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dalam Implementasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di 
Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) di Kecamatan Tamalanrea 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoretis 
Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan 
dan perkembangan ilmu hukum administrasi negara. Hasil penelitian 
ini nantinya diharapkan dapat memperkaya ilmu terutama di lingkup 
pelayanan publik, yang bagaimana seharusnya bersikap dalam 
melayani setiap masyarakat tanpa terkecuali. Agar nantinya 
implementasi pelayanan publik (pembuatan E-KTP) dapat berjalan 
dengan sebagaimana mestinya, sesuai prosedur dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang 
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Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di 
Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP)  
 
2. Secara praktis  
Hasil penelitian ini, kiranya dapat menjadi masukan bagi para 
pelaksana pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan kualitas dalam 
melayani. 
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BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
A. Hukum Administrasi Negara 
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara 
 Dan negara kita adalah negara hukum yaitu suatu negara yang 
menentukan cara bagaimana hak asasi manusia dilindungi. Cara untuk 
melindungi hak ini berarti pula masyarakat siapakah yang berhak 
menentukan peraturan itu dan bagaimana peraturan itu dilaksanakan. Yang 
berhak menentukan peraturan dan perundang-undangan itu adalah rakyat 
karena mereka yang langsung berkepentigan, sehingga negara hukum 
menjadi sistem yang wajar dalam negara demokrasi. Berdasarkan uraian 
tersebut maka negara hukum pada masa lalu mengikat penguasa untuk tidak 
bertindak sebelum peraturannya ada. Apabila dikaitkan dengan hukum 
administrasi, maka terlihat hukum administrasi negara kurang memiliki 
peranan karena pejabatnya hanya pasif serta baru bertindak jika baru ada 
perselisihan di masyarakat. Dengan kata lain para pejabat hanya berperan 
sebagai pengemudi depan dengan tanpa berwenang untuk membelokkan 
dan menghentikan kendaraan. Bagaimana dengan negara hukum pada masa 
sekarang ini? Disini terlihat bahwa hukum administrasi negara dan 
aparaturnya memegang peranan besar, karena negara memberikan 
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kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan 
kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara menjadi aktif. 
Dengan begitu, negara kesejahteraan dalam melaksanakan tugas 
menyejahterakan warganya merupakan sesuatu yang bersifat condition sine 
qua non. Dilihat dari sudut tertentu, dalam negara kesejahteraan tugas 
pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat 
luas. Untuk itu diperlukan adanya keleluasaan untuk bergerak dalam 
administrasi negara sesuai kewenangan yang di berikan. Dalam 
kenyataannya administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya itu 
terkadang melampaui batas wewenang yang ditetapkan dalam hukum 
administrasi negara. Kesimpulannya kita tau bagaimana luasnya fungsi dari 
administrasi negara dalam negara kesejahteraan, sehingga semakin luas 
pula bidang tugas yang diemban. Dalam kaitan ini, Sunaryati Hartono 
menyatakan sukar untuk dibayangkan suatu negara modern saat ini tanpa 
adanya hukum administrasi negara4. 
 Kata administrasi berasal dari Bahasa latin “administrare” yang berarti 
to manage, Antara lain menjadi “administratio” yang berarti besturing atau 
pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan sebagai; (1) usaha dan 
kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara 
penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang 
                                                             
4 Sunaryanti Hartono, Beberapa Pikiran Mengenai Suatu Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, 
(Bandung: Bina Cipta,1976),hlm.8 
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berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) 
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4) 
kegiatan kantor dan tata usaha5.  
Merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan. mengemukakan bahwa administrasi 
negara mempunyai tiga arti, yaitu; (1)  sebagai salah satu fungsi pemerintah; 
(2) sebagai aparatur (machinery) dan apparat (apparatus) dari pada 
pemerintah; (3) sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan 
pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu6.  
Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia-
manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah7. 
Administrasi negara sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh 
seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai suatu 
tujuan negara”8. Administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam 
melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya dalam arti sempit, aktivitas-
aktivitas dana-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-
aktifitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan9. 
Administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan 
                                                             
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Balai pustaka,Jakarta,1994,hlm. 8 
6 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Hakarta: Ghalia Indonesia,1981),hlm 11 
7 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan ( Jakarta: LP3ES,1990),hlm 1 
8 Sondang P.Siagian,Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung,1986),hlm 8 
9 Dimock & Dimock, Administrasi negara, (Jakarta: Aksara Baru, 1978),hlm. 3 
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disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagian dari 
pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-
badan kehakiman10. Dari beberapa pendapat tersebut dapatlah diketahui 
bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang 
melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas 
pembuatan undang-undang dan pengadilan11. 
 Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang 
memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus 
juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan 
melindungi administrasi negara itu sendiri12. HAN sebagai menguji hubungan 
hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat 
(ambtsdrager) administrasi nagara melakukan tugas mereka yang khusus 
lebih lanjut, HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan 
administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum 
negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya13. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak bahwa dalam buku 
hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan-
aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan 
                                                             
10 Bahsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Citra Aditya Bakti),hlm. 8 
11 Kennet Culp Davis, Admnistrative law Text ( ST. Paul: Minn, West publishing Co.,1972), hlm.1 
12 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Aministrasi Negara 
(Bandung:Alumni,1992),hlm.4 
13 E. Utrecht.op.cit., hlm. 8-9 
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negara itu melekukan tugasnya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur 
hubungan hukum (techtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi 
negara atau pemerintah dengan para warga negaranya14. 
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 
 Istilah hukum administrasi negara dalam kepustakaan Belanda disebut 
pula dengan istilah bestuursrecht, dengan unsur utama “bestuur” Menurut 
Philipus M. Hadjon, istilah bestuur berkenaan dengan “sturen” dan “sturing”. 
Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaab negara diluar lingkungan 
kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan 
kekuasaan legislative dan kekuasaan yudisial. Dengan rumusan itu, 
kekuasaan pemerintah tidaklah sekadar melaksanakan undang-undang. 
Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif 
tersebut dalam konsep hukum administrasi secara intrinsik merupakan unsur 
utama dari “sturen” (besturen).  
 Sturen berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Konsep kekuasaan 
adalah konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, penggunaan 
kekuasaan harus dilandaskan pada asas-asas negara hukum, asas 
demokrasi, dan asas instrumental. Berkaitan dengan asas negara hukum 
adalah asas wet-en rechtmatigheid van bestuur dengan asas demokrasi 
                                                             
14 Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, (Yogyakarta: Liberty,1984),hlm.2 
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tidaklah sekadar adanya badan perwakilan rakyat. Di samping badan 
perwakilan rakyat, asas keterbukaan pemerintah dan lembaga peran serta 
masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah memiliki arti 
yang sangat penting. Asas instrumental berkaitan dengan hakikat hukum 
administrasi sebagai instrumen. Dalam kaitan ini asas efektivitas dan efisiensi 
dalam pelaksanaan pemerintahan selayaknya mendapat perhatian yang 
memadai. 
HAN dibagi menjadi  dua bidang yaitu HAN umum (algemeendeel) dan 
HAN khusus (bijzonder deel)15.HAN umum berkenaan dengan peraturan-
peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan hukum 
administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk 
semua bidang hukum administrasi16, dalam arti tidak terikat pada bidang 
tertentu. Sementara itu, HAN khusus adalah peraturan-peraturan 
yangberkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata 
ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, 
peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, 
peraturan pertambangan, dan sabagainya. Meskipun demikian, sekedar 
untuk memberikan gambaran umum, patut pula diperhatikan klasifikasi dari P. 
de Haan dan kawan-kawan. Menurutnya ada bagian-bagian pokok (hoofd-
                                                             
15 Pembagian HAN umum (algeemeen deel) dan HAN khusus (bijzonder deel) dapat dilihat pada 
H.D.van wijk/willem konijnenbelt,op.cit., hlm 5, A.M.Donner,op.cit.,56. 
16 A.D. Belifante,op.cit.,hlm.17,P.Nicolai,et.al.,Bestuursrecht,Amsterdam,1994,hlm 8. 
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gebieden) dari hukum administrasi negara khusus, yaitu hukum ketertiban 
dan keamanan umum (recht openbare orde en veiligheid), hukum 
administrasi negara tentang tata ruang (ruimtelijk bestuursrecht), hukum 
administrasi negara ekonomi (economisch bestuursrecht), hukum 
administrasi negara bidang sosial (social bestuursrecht), hukum administrasi 
negara bidang kebudayaan (cultureel bestuursrecht), hukum administrasi 
negara bidang kesehatan (medish bestuursrecht), hukum administrasi 
keuangan (fiscal bestuursrecht). 
C.J.N. Versteden Secara garis besar Hukum Administrasi Negara 
meliputi bidang pengaturan sebagai berikut. 
a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, 
kesehatan, dan kesopanan, dengan menggunakan aturan 
tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan 
ditenttukan lebih lanjut oleh pemerintah; 
b. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan social bagi 
rakyat; 
c. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan 
pemerintah; 
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d. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas 
pemeliharaan dari pemerintahan termasuk bantuan terhadap 
aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum 
e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak; 
f. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan 
kepentingan warga negara terhadap pemerintah; 
g. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum 
administrasi; 
h. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ 
pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih 
rendah; 
i. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai 
pemerintah. 
HAN mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Sarana-sarana (instrument) bagi penguasa untuk mengatur, 
menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan 
masyarakat. 
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b. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses 
penyusunan dan pengedalian tersebut, termasuk proses 
penentuan kebijaksanaan. 
c. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat. 
d. Menyusuun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang 
baik. 
Hukum adminstrasi negara adalah hukum yang berkenaan dengan 
pemerintahan {dalam arti sempit} (Bestuursrecht of administratief recht omvat 
regels, die betrekking hebben op de administratie); yaitu hukum yang 
cakupannya-secara garis besar-mengatur hal-hal sebagai berikut. 
a. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 
b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di 
bidang publik tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari 
mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah 
menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan ini 
dituangkan dalam bentuk instrument hukum, karena itu diatur 
pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum; 
c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau 
penggunaan kewenangan pemerintah itu; 
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d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang 
pemerintahan. 
Sehubungan dengan adanya Hukum Administrasi Negara tertulis, 
yang tertuang dalam berbagai peratutran perundang-undangan, dan Hukum 
Administrasi Negara tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum 
pemerintahan yang baik ( algemene beginselen van behoorlijk bestuur), 
maka keberadaan dan sasaran dari Hukum Administrasi Negara adalah 
sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan 
pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta 
penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu 
negara hukum. Dengan demikian, keberadaan Hukum Admnistrasi Negara 
dalam suatu negara hukum merupakan condition sine quanon.17 
3. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara 
a. Pengertian Sumber Hukum 
Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu 
sebagai berikut. 
1) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan 
hukum, misalnya kehendak tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan 
sebagainya. 
                                                             
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.46   
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2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada 
hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum 
Romawi, dan lain-lain. 
3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara 
formal kepada peratutran hukum (penguasa, masyrakat). 
4) Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya 
dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. 
5) Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan 
hukum
18
. 
Sumber-sumber hukumnya adalah sebagai berikut: 
a) Sumber hukum materiil 
Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang 
mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-
undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya), atau faktor-
faktor yang ikut memengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau 
tempat dari mana faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam 
berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum 
materiil ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: 
 
                                                             
18 Sudikno mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,1996),hlm.69. 
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(1) Historis 
(2) Filosofis 
(3) Sosiologis/antropologis 
b) Sumber hukum formal 
Sumber hukum formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. 
Sumber hukum hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari 
mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan 
bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. 
Sumber hukum Administrasi Negara dalam arti formal ini terdiri dari: 
(1) UU 
(2) Konvensi 
(3) Yurisprudensi 
(4) Doktrin 
B. Tinjauan Umum Implementasi 
 Kependudukan sebenarnya adalah yang utama dan dari segala 
persoalan pembangunan. Mulai dari kegiatan pembangunan baik yang 
bersifat sektoral maupun lintas sektor yang terarah dan terkait dengan 
penduduk, atau kata lainnya penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek 
pembangunan. suatu administrasi kependudukan karena administrasi 
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kependudukan lahir memerlukan suatu proses yang cukup lama. Maka inilah 
yang menjadi fokus penting dalam perumusan implementasi sampai kepada 
proses evaluasinya. 
 Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 
dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (output) 
maupun sebagai suatu dampak (outcame). Misalnya, implementasi 
dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan 
tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh 
lembaga legislatif bisa dijalankan. 
 Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh 
mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan seperti 
tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat 
abstaksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa 
telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang 
dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. 
Singkatnya, imlementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun 
implementasi merupakan fenomena kompleks, konsep itu bisa dipahami 
sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga 
melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian. 
Ripley dan frangklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa 
yang terjadi setelah undang-undangditetapkan yang memberikan otoritas 
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program, kebujakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata 
(tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan 
yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-
hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup 
tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai actor, khususnya 
para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Lebih lanjut 
menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, 
badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung 
jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang 
dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi 
personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan diatas semuanya 
uang. Kedua, bahan-bahan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran 
dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan 
desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan 
kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan 
rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana 
atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau 
pembayaran batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang 
bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program. 
(Budi Winarno, 2007). 
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 Pengertian implementasi sebagai aktivitas juga yang saling 
menguntungkan juga dikemukakan oleh Mclaughin (Budi Winarno, 2007). 
Adapun Schubert (Budi Winarno, 2007) mengemukakan bahwa implementasi 
adalah rekayasa.  
 Menurut Webter’s dalam Tachjan (2006) yang berasal dari Bahasa 
latin “implementum” dari kata “impere” dan “plere”. Kata “impere” 
dimaksudkan “to fill up”, to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, 
sedangkan “plere” maksudnya “to full” yaitu mengisi. Selanjutnya kata to 
“implement” mengandung tiga arti sebagai: 
1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan. 
2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan 
yang bersifat praktif terhadap sesuatu. 
3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat. 
Secara etimologis pengertian implemetasi menurut Kamus Webster 
yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi 
berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, 
to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying 
out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical 
effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Kamus 
Webster dalam Wahab, 2005:64). Jadi sesuatu yang dilakukan untuk 
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menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, 
peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh 
lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan ke negaraan. Sedangkan 
pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah: 
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65) 
Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu 
keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga 
harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan 
dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar 
suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai 
merugikan masyarakat. Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van 
Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang dikutip Wahab, yaitu: 
 Ukuran dan tujuan kebijakan 
 Sumber-sumber kebijakan 
 Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana 
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 Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan 
 Sikap para pelaksana, dan 
 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.  
C. Kewenangan pemerintah 
Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari 
hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan 
hukum politik.19 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum 
Administrasi Negara. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa hukum 
tidak sama dengan kekuasaan (macht). 20Menurut P. Nicolai, kewenangan 
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu 
tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan 
mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi 
kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau 
menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban 
                                                             
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press,2002), hlm. 71 
20 Ridwan HR, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.99 
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memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 
tertentu.21 
D. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi 
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas 
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 
dilakukan. Keterangan lebih lengkap mengenai SOP dapat dibaca pada 
artikel Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP). 
 SOP merupakan urut-urutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
dalam administasi perkantoran. Seluruh SKPD Pemerintah harus memiliki 
SOP tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan unit pelayanan 
publik pun akan memiliki SOP-nya sendiri yang harus dikerjakan dalam 
melaksanakan pekerjaan pelayanan. Tatapi dari beberapa istilah SP, SPM 
dan SOP memiliki makna dan arti masing-masing, akan tetapi kesamaan 
mengenai “standar”. Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang terdapat 
kekeliruan dalam penyebutan beberapa istilah, yaitu antara Standar 
Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). 
                                                             
21 Ibid. 
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Standar Pelayanan merupakan suatu pernyataan mengenai kewajiban 
dan janji yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga secara minimal. Penjelasan mengenai SPM lebih 
lanjut bisa dilihat dalam artikel Standar Pelayanan Minimal sebagai Acuan 
Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Istilah SPM mengacu pada Standar 
Pelayanan paling minimal yang mampu diberikan daerah kepada masyarakat 
dalam pelayanan yang bersangkutan dengan urusan wajib daerah. Jadi SPM 
mencakup seluruh urusan wajib pemerintah daerah, bukan hanya dalam 
suatu unit pelayanan saja. 
Dengan adanya Standar Pelayanan, SPM dan SOP yang telah 
disusun oleh seluruh lini Pemerintahan, diharapkan seluruh urusan 
ketatalaksanaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 
terus ditingkatkan dengan lebih baik sehingga citra pemerintah akan semakin 
bagus dan masyarakat akan semakin sejahtera 
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat 
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 
terukur. Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip: 
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a) Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah 
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang 
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara. 
b) Konsistensi yaitu Dalam penyusunan dan penerapan standar 
pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, 
prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang 
terjangkau. 
c) Partisipatif yaitu Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan 
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil 
kesepakatan. 
d) Akuntabel yaitu Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus 
dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten 
kepada pihak yang berkepentingan. 
e) Berkesinambungan yaitu Standar pelayanan harus dapat berlaku 
sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
f) Transparansi yaitu harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui 
oleh seluruh masyarakat. 
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g) Keadilan yaitu Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan 
yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda 
status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik 
dan mental. 
Standar Pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus 
mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu: 
1) Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar penyelenggaraan pelayanan. 
2) Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus 
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan 
teknis maupun administratif. 
3) Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 
pengaduan. 
4) Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan. 
5) Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
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yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat. 
6) Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas 
yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk 
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 
8) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 
pengalaman. 
9) Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan 
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana. 
10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
11) Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan 
beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang 
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 
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12) Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan 
13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam 
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
risiko, dan keragu-raguan. 
14) Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui 
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar 
pelayanan. 
Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan menjadi sebuah acuan 
bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan 
pelayanan. Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan 
oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik 
melalui media cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat 
yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai 
bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme, 
prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan 
oleh unit pelayanan publik. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, 
masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan 
apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang 
dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit 
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pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun 
melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut. 
Sebelum mempublikasikan Standar Pelayanan, Penyelenggara 
pelayanan publik juga diwajibkan untuk menyusun Maklumat Pelayanan. 
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Dengan 
adanya Maklumat Pelayanan ini berarti unit penyelenggara pelayanan publik 
membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam Standar 
Pelayanan. Dan ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila 
unit pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang ada. 
E. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi 
publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh 
perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis, seperti itu secara 
kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan dimana berbagai tuntutan 
pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak 
kita lihat. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigm maupun 
format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan 
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perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan 
dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat 
masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan 
dalam kerangka pelayanan22. 
Permasalah mengenai pelayanan publik yang di selenggarakan oleh 
organisasi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang menarik untuk 
diperdebatkan. Bahwa pelayanan publik selama ini telah menjadi ranah 
dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi langsung dengan 
pihak non pemerintah. Dalam ranah ini telah terjadi pergumulan yang sangat 
intensif antara pemerintah dengan warga, dan baik atau buruknya dalam 
pelayanan publik sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini sekaligus 
membuktikan, jika terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan publik 
dengan sendirinya manfaat dapat dirasakan secara langsung oleh 
masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik good governance 
dalam pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan 
masyarakat23.   
Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan 
salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 
rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, 
                                                             
22 Agung Kurniawan, Transformasi pelayanan publik, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 1-2 
23 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University: Press, 2005), hlm. 20. 
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mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta 
Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi danpengelolaan Data Penduduk. 
Di daerah tugas pelayanan administrasi publik menjadi tugas 
sekaligusmerupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh 
“Dinas PencatatanSipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga 
Berencana”. Sebagaimana diatur dalam UU No 32 tahun 2004, tentang 
Pemerintahan daerah,” Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam 
seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidangpolitik luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta 
kewenangan bidang lain” 
Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian 
pelayanan prima/yang berkualitas kepada masyarakat yang merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun 
kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik 
dalam bentuk pelayanan administrasikependudukan khususnya dalam hal 
pembuatanKartu Tanda Penduduk (KTP) belumsepenuhnya berjalan dengan 
baik dan masih ditemuinya hambatan. 
Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebebasan berfikir, 
perasaaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan 
nilai-nilai norma yang ada.oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai 
setiap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 
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manusia memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan,dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada 
sauatu produk secara fisik 24. 
Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan25. 
Selanjutnya menurut kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah 
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik sebagai upaya pemenuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh 
publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah 
(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan 
dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai 
kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya 
kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 
                                                             
24 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, (Bandung: 
Bumi Aksara,2006), hlm.5.  
 
25 Kurniawa, op.cit., hlm. 4. 
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2. Kualitas Pelayanan Publik 
Secara teoritis, tujuan pelayan publik pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 
pelayanan prima yang tercermin dari: 
a) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai serta mudah dimengerti. 
b) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpengang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
e) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 
status sosial, dan lain-lain 
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f) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
Fitzsimmons dan Fitzsimmons  dalam Budiman berpendapat terdapat 
lima indikator pelayanan publik, yaitu reliability yang ditandai pemberian 
palayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan 
yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; 
responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan 
cepat; assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral 
dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang ditandai tingkat kemauan 
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen26. 
Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan konsep pelayanan 
prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variable-variabel pelayan 
prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sector 
public SESPANASLAN. Variable dimaksud adalah 
1. Pemerintahan yang bertugas melayani 
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah 
3. Kebijaksanaan yang dijadikan landaan pelayan publik 
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih 
                                                             
26 Rusli, loc.cit. 
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5. Resource yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan 
pelayanan 
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 
standard an asas pelayanan masyarakat 
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 
masyarakat 
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 
masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. 
Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima, 
pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan 
sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati yang dimaksudkan layanan yang 
berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai 
sudut pandang dan perasaan27. Oleh karena itu, aparatur pelayanan dituntut 
untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati. 
 
 
 
 
                                                             
27 Patricia Patton, EQ: Pelayanan Sepenuh Hati, terjemahan hermes, (Jakarta: Pustaka Delapatra, 
1998), hlm.1. 
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F. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) 
1. Dasar Hukum  
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 63 Ayat (1):   
“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin 
atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik.”  
  Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran 
Penduduk Pasal 3:  
“Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh betas) tahun, atau yang 
kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda 
Penduduk”. 
2. Pengertian E-KTP  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan Pasal 1 Angka (14):  
“Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, 
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang 
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Intansi Pelaksana.”  
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  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional Pasal 1 Ayat (3):   
“KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah 
KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan 
sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi 
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.”   
Perbedaan antara KTP dan E-KTP dimana KTP berlaku selama 5 
tahun 28sedangkan E-KTP berlaku seumur hidup29.  
G. Adminstrasi kependudukan 
1. Pengertian Administrasi Kependudukan 
Dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini, Indonesia tentunya 
membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat 
hingga ke daerah. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh 
masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan 
sipil, dan pengelolaan data informasi kependudukan. 
                                                             
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) 
berbunyi : “Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun” 
29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “KTP-el untuk Warga 
Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.” 
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Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu 
bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya 
adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, 
mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain 
sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita 
harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP). 
Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 
kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang 
dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi 
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. Yang sekarang sudah mengalami revisi menjadi 
Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. 
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 
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Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya 
disingkat SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi 
pemerintahan. 
Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan adalah 
pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen 
penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan 
publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan 
dan pembangunan. 
Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat 
TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten/Kota, Kecamatan atau 
Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemuktakiran data 
hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen 
penduduk, serta penyajian informasi kependudukan. 
Pendaftaran penduduk adalah proses regristrasi penduduk yang 
meliputi pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa 
kependudukan serta penerbitan dukomen penduduk berupa identitas, kartu 
atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara. 
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Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan 
pendaftaran penduduk termasuk persyaratan, bentuk masukan dan keluaran. 
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang 
harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau 
perubahan KTP, KK atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, 
mengenai Pindah Datang, Perubahan Alamat. 
Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU 
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 
Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak 
administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, 
akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU 
No. 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi kependudukan. Ada juga payung 
hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 
Peristiwa kependudukan ,antara lain perubahan alamat,pindah datang 
untuk menetap,tinggal terbatas atau tinggal sementara,serta perubahan 
status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa 
penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan 
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perceraian, temasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta 
perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting 
lainnya yang dialami oleh seorang merupakan kejadian yang harus 
dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat 
keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan 
pengadministrasian dan pencatatan sesuai dangan ketentuan undang-
undang. 
Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang pencatatan sipil, 
masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan 
diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama 
sebagaiman diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial belanda. 
Penggolongan penduduk dan pealayanan diskriminatif yang demikian itu 
tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pendaministrasian 
kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data 
Kependudukan belum terkordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya 
cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi 
Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi inilah yang tidak memiliki 
sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi 
kependudukan, harus ada suatu sistem administrasi kependudukan yang 
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sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang 
professional. 
Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya 
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan. Undang-
Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan 
pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang 
Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan 
mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah 
indentitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan 
verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan 
publik dibidang Administrasi Kependudukan.sebagai kunci akses dalam 
pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal 
bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara 
langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. 
Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata 
penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/ 
kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen 
kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun 
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pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pengertian Penduduk 
Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia atau penduduk adalah Warga Negara 
Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di 
wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
3. Hak Penduduk 
 Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Setiap penduduk 
berhak mendapatkan dokumen kependudukannya sebagai penduduk 
dimana ia berdomisili. Di dalam dokumen kependudukan tersebut 
yang tersirat di dalamnya adalah data tentang keadaan dan peristiwa 
penduduk yang bersangkutan.  
 Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran 
administrasi kependudukan. Penduduk mempunyai hak untuk 
mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi oleh pemberi pelayanan 
dalam hal pendaftaran administrasi kependudukan. 
 Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Data 
kependudukan yang telah terdaftar dalam dokumen kependudukan 
harus dilindungi oleh negara agar tidak disalahgunakan oleh orang lain 
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yang tidak bertanggungjawab terhadap data pribadi kependudukan 
tersebut. 
 Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 
Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang 
bersangkutan harus ada jaminan kepastian hukumnya oleh Negara. 
 Hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil 
pendaftaran kependudukan atas dirinya dan/atau keluarganya. 
Penduduk yang telah mendaftar peristiwa kependudukannya berhak 
untuk mengetahui hasil pendaftaran yang dilakukan. 
 Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai 
akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Penduduk 
berhak untuk menuntut keadilan, apabila data kependudukannya salah 
dipergunakan.  
Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi 
penduduk, Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas 
domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa Kependudukan yang 
dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada 
dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan 
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Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu 
terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan /atau keluarganya. 
Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat 
diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. 
Dan sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan 
pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 
perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa 
adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan 
untuk: 
1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi 
Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang 
professional 
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajinban untuk berperan 
serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan 
3. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting 
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 
secara nasional, regional, serta lokal  
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan 
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H. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengakan hukum di Indonesia 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah30 : 
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan; 
2. Faktor apparat penegak hukumnya; 
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan, berhubungan dengankesadaran dan 
kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat; 
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka 
kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara 
                                                             
30 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers, Hlm.8 
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mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 
Indonesia.31 
a. Faktor Hukum 
Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. 
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang 
tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. 
Asas-asas tersebut antara lain: 
1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya 
boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-
undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 
dinyatakan berlalu. 
2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 
3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, 
terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang 
menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus 
tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut 
                                                             
31Soerjono Soekanto.2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Edisi Pertama, 
Rajawali Pers, Jakarta, hal 8 
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peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang juga dapat 
menyangkut peristiwa khusus tersebut.  
4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-Undang lain yang 
lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, 
tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku 
belakangan yang mengatur pula hal tersebut. Akan tetapi, makna 
atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang 
lama. 
5) Undang-Undang tidak dapat digangggu gugat. 
6) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan 
spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui 
pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, supaya pembuat 
undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.32  
Dalam asas pertama dinyatakan bahwa Undang-Undang tidak berlaku 
surut, padahal dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa: 
“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, 
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut 
dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk 
menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.  
                                                             
32Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Edisi Pertama 
Rajawali Pers, Jakarta, hal 7-8 
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Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah 
adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan 
pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan 
demikian.  
Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah 
ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan 
pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena 
penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau 
karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.  
Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan 
terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan 
karena: 
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang; 
3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
b. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “Penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung 
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berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, penegak hukum disini 
akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus berkecimpung dalam 
bidang yang tidak hanya mencakup ”law enforcement”, akan tetapi juga 
”peace maintenance”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut 
mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
kepengacaraan dan permasyarakatan. 
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 
kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di 
dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja 
atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya 
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu, maka seseorang 
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan 
(role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat 
atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu 
peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:33 
1) Peranan yang ideal (ideal role); 
2) Peranan yang seharusnya (expected role); 
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); 
4) Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role). 
                                                             
33Ibid., hal 13 
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Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga 
masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai 
kedudukan dan peranan timbul konflik (“status conflict” dan conflict of roles”). 
kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang 
seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan 
aktual, maka terjadi suatu peranan (“role-distance”). 
Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan 
keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga 
memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut 
perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu 
pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi 
di dalam keadaan-keadaan tertentu. 
Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum 
sebaiknya mampu “mawas diri”, halmana akan tampak pada perilakunya 
yang merupakan pelaksana dari peranan aktualnya. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 
hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 
pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau 
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menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan 
harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam 
memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta 
memberikan keteladanan yang baik.   
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan 
yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Mungkin 
berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang 
memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:34 
1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 
pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil 
5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme.  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, maka merupakan suatu masalah. Oleh karena itu, salah 
                                                             
34Ibid., hal 25 
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satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hukum. 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum 
akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, 
tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 
dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, 
sebaiknya dianuti jalan fikiran, sebagaimana berikut: 35 
1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul 
2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
3) Yang kurang – ditambah 
4) Yang macet – dilancarkan 
5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan 
                                                             
35Ibid., hal 32 
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d. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut 
tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 
Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat 
mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal ini ada kaitannya 
dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan 
sarana atau fasilitas. 
Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat 
tertentu mengenai hukum. Pertama-tama adalah berbagai pengertian atau 
arti pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:36 
1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan; 
3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan; 
4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang 
tertulis); 
5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat; 
6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 
                                                             
36Ibid., hal 34 
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7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah; 
8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 
9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 
10) Hukum diartikan sebagai seni 
Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat 
kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan 
bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya 
adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola 
perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan 
pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. 
Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi 
dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan 
kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat 
tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar 
tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan 
atau penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-
hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut 
nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang 
semestinya. 
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Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk 
mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada 
golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum 
sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat 
negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif 
tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-
satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya 
kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, 
maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum 
adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada 
kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua 
bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-
kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan 
kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku 
secara sosiologis. 
e. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan 
apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
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merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim 
yang harus diserasikan.  
Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut:37 
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan; 
3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. 
Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut 
dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan 
suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan 
pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataanya pada 
masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. 
Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materil. Misalnya tidak mustahil 
akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada 
nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. 
Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan 
mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan medapat 
penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat dari pada 
penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai 
keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan 
masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada 
                                                             
37Ibid., hal 46 
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kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman 
hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum. 
Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan 
dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada yang 
menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan 
bertujuan untuk mempertahankan “status-quo”. Dilain pihak, ada anggapan 
yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk 
mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara 
kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan 
peranan yang semestinya.  
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 
kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 
menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang 
dilarang. 
Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah 
disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin 
pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara 
semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. 
Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak 
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hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 
masyarakat. 
Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat 
menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola isolasi dan 
pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga 
penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua 
pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi 
penegak hukum bagi kesejahtraan masyarakat. 
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatinya penegak hukum pada 
pola isolasi adalah antara lain: 
1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 
dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi 
terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap 
sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi). 
2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum 
dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa 
takut. 
3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif 
tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat 
yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. 
4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada 
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golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh 
buruk kepada penegak hukum. 
Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi 
mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain: 
1) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan 
faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan 
hukum. 
2) Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, 
maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan 
memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan 
fungsi tersebut. 
3) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara 
pararel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak 
hukum, namun dalam keadaan damai. 
4) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para 
penegak hukum. 
Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi adalah antara 
lain, sebagai berikut:  
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1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum 
sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum 
tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh. 
2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 
keselamatan jiwa dan harta bendanya. 
I. Peraturan yang Mengatur tentang Pendaftaran Penduduk 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 
Pasal 64 Ayat 1 
“KTP-el mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila 
dan peta wilayah negara kesatuan republic Indonesia, memuat 
elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, 
laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan 
darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa 
berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, dan tanda 
tanganpemilik KTP-el.” 
Ayat 6 
“Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan 
cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.” 
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 
Pencatatan Sipil 
67 
 
Pada Pasal 3 ayat 1 
“Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana 
yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal 
penduduk.” 
Pasal 17 ayat 1 
“Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas 
registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. 
Camat menandatangani formulir permohonan KTP; c. Petugas 
registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang 
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada 
Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.” 
a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di 
Kota Makassar 
Pasal 3 ayat (1,2,3,4, dan 5) 
”(1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 
dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang 
sama dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 
kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimiliki; (2) 
Setiap penduduk berhak mendapat informasi mengenai hasil 
pendaftaran dan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang 
dialaminya dan peristiwa kependudukan beserta keluarganya;  
(3) Setiap Penduduk Kota wajib melaporkan peristiwa 
kependudukannya dan peristiwa penting yang dialami kepada 
SKPD dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (4) Setiap 
Penduduk Kota wajib membawa bukti diri berupa KTP;  (5) 
Setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan 
dilindungi.” 
 Pasal 4 ayat 5 
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” Menyiapkan dan memberdayakan tenaga sumber daya 
manusia (SDM) di tempat perekaman data Kecamatan dan 
SKPD dalam upaya proses penerbitan output KK, KTP, SKTT, 
Surat Pindah, dan Dokumen Kependudukan lainnya” 
Pasal 4 ayat 7  
” Menyediakan blanko formulir SIAK dan kebutuhan penunjang 
lainnya tehadap pelaksanaan penerbitan dokumen 
kependudukan” 
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik 
Pasal 1 ayat 9 
“sistem informasi pelayan publik yang selanjutnya disebut 
sistem informasi adalah rangkaian kegiatan meliputi 
penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme 
penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat 
dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam 
huruf Braile, bahasa gambar, dan /atau Bahasa lokal, serta 
disajikan secara manual ataupun elektronik.  
J. Tertib Admnistrasi 
Tertib administrasi sangat didambakan oleh semua penyelenggara 
admnistrasi atau administrator karena pekerjaan yang admninistrasi 
membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan 
kesederhanaan agar yang dilayani menjadi puas. Arti dari adminstrasi itu 
sendiri. Admnistrasi berasal dari Bahasa latin: Ad = intensif dan ministrate = 
melayani, membantu, memenuhi. Admnistrasi merujuk pada kegiatan atau 
usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua 
kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian Administrasi adalah 
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proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, 
pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (white 1958). 
Berdasarkan hal tersebut diatas, admnistrasi ialah proses 
penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun 
sempit didalam penyelenggaraannya diwijudkan melalui fungsi-fungsi 
manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan 
manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka 
kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh 
orang-orang secara bersama-bersama (kerjasama) untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Tertib admnistrasi kegiatan tata usaha kantor (catat-
mencatat, mengetik, 38menggadakan, dan sebagainya) dengan tujuan 
pengarsipan berkas agar tidak tumpeng tindih sehingga data yang terekam 
benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraannya 
diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 
 
 
                                                             
38 Adam Afaj, Tertib Admnistrasi.blogspot.com. 30 maret 2017. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian  
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam 
rangka penulisan ini yaitu di Kantor Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
B. Jenis Dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait dengan penelitian implementasi pendaftaran 
penduduk. 
b. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur, internet, 
buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, 
koran, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah 
yang sedang diteliti. 
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2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Sumber penelitian lapangan (Field Research) yaitu mengumpulkan 
data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada 
tempat atau objek penelitian, yaitu pada Kantor Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar. 
b. Sumber penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu sumber data 
yang di peroleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1.Teknik kepustakaan  
Teknik kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari objek 
kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku 
terkait hukum admnistrasi negara, tulisan-tulisan tentang hukum, laporan 
media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2.Teknik Wawancara 
Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung 
kepada pihak responden dalam hal ini pihak-pihak yang terkait, yaitu 
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masyarakat, camat dan pegawai khususnya di kantor kecamatan tamalanrea 
menyangkut objek penelitian. 
3. Observasi  
Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai 
gejala-gejala yang diteliti, menjadi salah-satu dari teknik pengumpulan data 
apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat 
secara sistematis, serta dapat dikintrol keandalan (reliabilitas) dan 
kesahihannya (validitasnya) 
D. Teknik Analisis Data 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam 
penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian 
mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis 
rampungkan kemudian dalam bentuk laporan penelitian (skripsi). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran lokasi Kecamatan Tamalanrea 
 Kecamatan tamalanrea terbentuk sejak 7 januari 1998 yang 
merupakan pemekaran dari kecamatan Biringkanaya dan memiliki luas area 
kurang lebih 31,84 km2 atau 18,2 % dari luas Kota Makassar. Jumlah 
penduduk pada hingga bulan mei tahun 2015 mencapai kurang lebih 142.000 
jiwa. Batas- batas Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara: Kecamatan Biringkanaya 
 Sebelah Timur: Kabupaten Maros 
 Sebelah Selatan: Kecamatan Panakkukang 
 Sebelah Barat: Selat Makassar 
Kantor Kecamatan Tamalanrea yang terletak di Jalan Perintis 
Kemerdekaan Nomor 116, Makassar Sulawesi Selatan memiliki tugas dan 
fungsi untuk melayani masyarakat dalam pembuatan e-KTP sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan Tamalanrea terdiri 
dari 6 Kelurahan antara lain: 
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1. Kelurahan Kapasa, 
2. Kelurahan Bira, 
3. Kelurahan Parang Loe, 
4. Kelurahan Tamalanrea, 
5. Kelurahan Tamalanrea Indah, 
6. Kelurahan/Desa Tamalanrea Jaya, 
7. Kelurahan Buntusu, dan 
8. Kelurahan Kapasa raya 
Kecamatan tamalanrea merupakan kawasan pendidikan dimana 
terdapat Lembaga Perguruaan Tinggi Negeri dan swasta yang berjumlah 
kkurang lebih 15 (lima belas) salah satu diantaranya adalah Universitas 
Hasanuddin (UNHAS) yang terletak dikelurahan Tamalanrea Indah, 
Kecamatan Tamalanrea juga merupakan kawasan pergudangan, pabrik dan 
industry yang berjumlah kurang lebih 960 (Sembilan ratus enam puluh) yang 
terletak di Kelurahan Bira Dan Parangloe. 
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Visi dan misi Kecamatan Tamalanrea yaitu sebagai berikut: 
Visi: 
 Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan tata kelola pemerintahan 
yang baik 
Misi: 
 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan 
bermartabat 
 Pemantapan sistem pelaksanaan pembangunan kota dan 
pemberdayaan 
 Masyarakat pada semua bidang perwujudan aparatur sebagai pelayan 
masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi kecamatan 
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LAPORAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN TAMALANREA BULAN 
DESEMBER 201639 
No Kelurahan Laki-laki 
(LK) 
Perempuan 
(PR) 
LK+PR 
1. Tamalanrea 26.537 25.716 52.253 
2. Tamalanrea Jaya 11.349 11.482 22.831 
3. Tamalanrea Indah 11.672 11.689 23.361 
4. Kapasa 10.374 10.492 20.866 
5. Bira 5.834 5.924 11.758 
6. Parangloe 4.956 5.003 9.959 
 Jumlah 70.722 70.306 141.028 
 
 
 
 
 
 
                                                             
39 Sumber data diolah dari hasil Laporan Kependudukan Kecamatan Tamalanrea Bulan Desember 
2016 
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B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar  
40 
Berdasarkan grafik laporan pertanggung-jawaban E-KTP Kecamatan 
Tamalanrea diatas mulai dari bulan maret 2016 sampai februari 2017 
menjelaskan bahwa pada bulan maret dan april masyarakat kecamatan 
tamalanrea yang membuat E-KTP sebanyak 504 keping, memasuki bulan 
mei mengalami penurunan yaitu sebanyak 376 keping, setelah memasuki 
bulan juni sebanyak 58 keping bulan ini mengalami penurunan drastis 
mungkin karena minat masyarakat yang kurang untuk membuat E-KTP. 
                                                             
40 Sumber data diolah dari hasil Berdasarkan Laporan Pertanggung-jawaban Kartu Keluarga(KK) Dan          
Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Kecamatan Tamalanrea  Bulan Feruari 2016 – Februari 2017 
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Namun memasuki bulan juli agak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 
218 keping, kemudian agustus sebanyak 332 keping, selanjutnya bulan 
September sebanyak 397 keping, dan bulan oktober menurun menjadi 88 
keping. Memasuki bulan November 2016 tidak ada yang E-KTP nya jadi 
dalam bentuk kepingan bahkan sampai saat ini yaitu bulan maret 2017, 
dikarenakan tidak tersedianya Blanko E-KTP. Jadi jumlah penduduk yang E-
KTP nya jadi dalam bentuk kepingan periode maret 2016 sampai maret 2016 
adalah sebanyak 2.477 keping.41 
Masalah utamanya adalah tidak tersedianya Blanko E-KTP dari pusat, 
tidak adanya blanko ini menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan E-
KTP yang dimana implementasi pendaftaran penduduk di Kecamatan 
Tamalanrea sebagai upaya tertib administrasi mengalami hambatan. Bukan 
hanya di Kecamatan Tamalanrea yang mengalami hambatan serupa, 
termasuk semua Kecamatan di seluruh Indonesia. Mungkin Dikarenakan 
adanya dugaan kasus korupsi proyek pengadaan E-KTP berpengaruh 
dengan tidak tersedianya blanko dan pelaksanaan sistem E-KTP tidak 
terlaksana. Seperti dijelaskan dalam Pasal 87B Undang-undang nomor 24 
tahun 2013 tentang Admninstrasi Kependudukan yang di dalamnya 
menyebutkan bahwa penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan 
                                                             
41 Laporan PertanggungJawaban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL) kecamatan 
Tamalanrea bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 tanggal 15 maret 2017. 
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kegiatan Admninistrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran 
pendapatan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014. 
Pelaksanaan E-KTP belum dilaksanakan secara optimal, seperti 
sebagaimana mestinya masyarakat yang seharusnya ditargetkan memiliki E-
KTP sebagai kelengkapan data diri masing-masing. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 
2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Di Kota Makassar, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 
dokumen kependudukan serta memperoleh pelayanan yang sama dalam 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas 
kepemilikan dokumen tetapi pengadaan E-KTP terhenti dan saat ini 
masyarakat hanya memakai surat keterangan sementara yang berlaku 
selama 6 bulan setelah pengurusan. 
Maka saat ini negara kita negara Indonesia mengalami kegagalan 
implementasi pendaftaran penduduk yang dimana ada faktor penentu tidak 
berhasilnya suatu proses implementasi yaitu faktor sarana atau fasilitas 
menyangkut kecukupan input kebijakan (terutama anggaran) suatu kebijakan 
atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sesuatu tanpa 
dukungan anggaran yang memadai. Dalam Bahasa wildavsky (1979), 
besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau 
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program menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap 
persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut.  
Besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proxy untuk melihat 
seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. 
Menghadapi masalah yang demikian ini, maka unsur profesionalisme 
(kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan 
benar) merupakan hal yang mutlak karena profesionalisme berkaitan erat 
dengan pelayanan,42 dari dugaan kasus yang terjadi saat ini anggaran 
sebesar Rp 5,9 triliun tersebut tidak tersalurkan dengan baik atau tidak 
sebagai mana mestinya.  
Terlepas dari semua itu maka pegawai pengurus E-KTP di Kecamatan 
Tamalanrea membuat E-KTP sementara bagi masyarakat yang 
membutuhkan E-KTP nya. E-KTP sementara berwujud selembaran kertas 
yang bertuliskan Surat Keterangan Perekaman, yang mana di dalamnya 
berisikan data kelengkapan data diri seseorang, tertera tanda tangan pemilik 
disertakan dengan pas foto pemilik dan kode QR yang terdapat tepat 
dibawah foto di lengkapi dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang mana surat keterangan tersebut 
memiliki masa berlaku hanya berlaku selama enam bulan Yang dimana 
sistem awalnya penerapan E-KTP belum terlaksana juga.  
                                                             
42 Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyati. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan 
Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta. 
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Bedasarkan teori Ripley dan frangklin berpendapat bahwa 
implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (tangible output), Budi winarno, mengembangkan teori 
tersebut dengan mengartikan bahwa, implementasi merupakan Istilah yang 
menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud 
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para 
pejabat pemerintah. Namun kenyataannya implementasi pendaftaran 
penduduk (E-KTP) tidak terlaksana dengan baik sebagaimana seharusnya. 
Implementasi itu sendiri mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-
tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk 
membuat program berjalan, implementasi mencakup banyak macam 
kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-
undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan 
sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-
sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah 
dan diatas semuanya uang. Kedua, bahan-bahan pelaksana 
mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, 
regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan 
pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan 
menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. 
Akhirnya, badan-badan pelaksana atau kelompok-kelompok target. Mereka 
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juga memberikan pelayanan atau pembayaran batasan-batasan tentang 
kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari 
keluaran yang nyata dari suatu program (Budi winarno,2007)  
Dalam lingkup ini untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan 
dilapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu Peraturan 
daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar. Maka 
penulis melakukan di Kecamatan Tamalanrea memperlihatkan bahwa 
adanya masalah mengenai pelaksanaan E-KTP. Hal ini sesuai dengan 
wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Camat Tamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea yang dilakukan pada hasil wawancara dengan pak 
Akmal selaku Koordinator Kecamatan Tamalanrea, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Melihat saat ini implementasi pendaftaran penduduk dikecamatan 
tamalanrea ini mengalami hambatan yaitu masalah tidak tersedianya 
Blanko KK/E-KTP. Sehingga masyarakat tidak memperoleh E-KTP dalam 
bentuk kepingan. Saya bisa perkirakan mulai dari bulan November 2016 
sampai saat ini Blanko tidak tersedia, sementara ini masyarakat hanya 
memakai Surat Keterangan Perekaman (E-KTP sementara).”43 
Dari wawancara tersebut bahwa sejauh ini pelaksanaan pendaftaran 
penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9  Tahun 
2009  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Di Kota Makassar menyangkut pelaksanaan E-KTP sebagai salah satu 
                                                             
43 Hasil wawancara Akmal tanggal 01 maret 2017 
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upaya tertib administrasi mengalami masalah dalam penerapan 
pelaksanaannya dikarenakan tidak tersedianya Blanko sebagai pelengkap 
dalam pembuatan E-KTP.  
Adapun beberapa pendapat masyarakat yang diwawancarai oleh 
peneliti dimana membahas mengenai pelaksanaan E-KTP. 
 “suadara saya, saya bantu mengurus E-KTP, baru mau buat E-KTP tapi 
ada masalah di Kartu Keluarga (KK) harus buat KK baru karena ada 
penambahan anggota keluarga baru. Semuanya lancar, hanya disuruh 
fotonya di discapil, bolak baliknya itu yang sedikit jadi masalah.”44 
“saya sudah ada E-KTP hanya saya pindah ke Kecamatan Tamalanrea 
jaya dari pulau Barang Lompo, sekarang saya dikasih semacam KTP 
sementara karena katanya tidak ada Blanko, hanya bentuknya seperti 
kertas selembar jadi dibawa kemana-mana dilipat dan dikasi masuk 
dompet begitu? Atau perlu dilaminating? Agak ribet bawanya karena tidak 
seperti E-KTP sebelumnya seperti ATM dalam bentuk kepingan, dan ini 
hanya berlaku 6 bulan karena sementara. Agak kecewa karena tidak 
adanya E-KTP seperti yang sudah ada sebelumnya”45 
Tabel Tabulasi Pendapat Masyarakat tentang Pelayanan di Kecamatan46 
Tanggapan 
Masyarakat 
Masyarakat  Persentase  
Baik 30 30% 
Cukup baik 50 50% 
Tidak baik 20 20% 
Total  100 100% 
 
Hasil wawancara menemukan bahwa adanya masyarakat yang merasa 
tidak puas dan kecewa dengan keadaan E-KTP sekarang, ada yang merasa 
pelayanan dikantor camat cukup baik, ada yang merasa kurang maupun 
                                                             
44 Hasil wawancara Ana tanggal 01 maret 2017. 
45 Hasil wawancara Hj. Nuraeni tanggal 01 maret 2017 
46 Sumber data diolah dari hasil wawancara di Kecamatan Tamalanrea bulan maret tahun 2017 
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merasa tidak baik, agak sedikit dikecewakan maupun dirugikan masalah 
waktu dan kondisinya. Ada yang mengurus perpindahannya walaupun agak 
sedikit kecewa karena tidak adanya E-KTP sebagaimana yang dijanjikan. 
Adapun beberapa warga yang merasa pelayanannya sudah bagus. Masih 
ditemukannya beberapa keluhan-keluhan dari warga dikecamatan 
Tamalanrea, Padahal menurut penulis sesuai dengan visi dan misinya yaitu 
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pada semua bidang 
perwujudan aparatur sebagai pelayan masyarakat dalam rangka peningkatan 
fungsi kecamatan. 
Tidak terwujudnya tertib administrasi dalam pembuatan pelayanan E-
KTP di Kecamatan Tamalanrea dikarenakan adanya hambatan-hambatan 
yaitu tidak adanya persediaan blanko yang menjadi masalah baru mulai dari 
tahun 2016 tepatnya mulai bulan November masyarakat di Kecamatan 
Tamalanrea tidak menerima pelayanan E-KTP dalam bentuk sebagaimana 
mestinya. Seperti dijelaskan dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana E-KTP harusnya 
mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara 
Kesatuan RI, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat 
tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan 
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darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat 
dan tanggal dikeluarkan E-KTP, dan tanda tangan pemilik E-KTP.47 
Terlebih lagi negara kita mengalami masalah yang sangat serius yaitu 
adanya dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP di pengadilan 
tipikor yang saat ini masih berjalan di persidangan. KPK menduga ada 
perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang 
mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik 
dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Banyak masyarakat 
yang belum menerima haknya untuk mendapatkan KTP berbasis elektronik, 
disisi lain secara beramai-ramai sejumlah pihak mengkorupsi anggarannya. 
Saat ini banyak WNI yang belum punya E-KTP, alasan blanko habis, blanko 
hilang, dimana faktanya penyebab kondisi tersebut ialah pejabat publik yang 
terindikasi kasus korupsi. 
Anggaran proyek E-KTP yang disepakati yaitu Rp 5,9 triliun. Dari 
anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk 
belanja rill pembiayaan proyek E-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar 
Rp 2,558 triliun dibagi-bagi kesejumlah pihak, termasuk anggota komisi II 
DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI. Kasus korupsi E-KTP ini telah 
mencederai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kejelasan identitas. 
                                                             
47 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 
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Saat ini, E-KTP banyak dibutuhkan sebagai syarat untuk terdaftar sebagai 
pemilih pada pemilu, untuk akses layanan kesehatan, dan lain sebagainya. 48 
Dinilai aneh dengan kosongnya blanko E-KTP yang telah berlangsung 
selama sekitar tujuh bulan di Kecamatan Tamalanrea. Kosongnya blanko 
identitas elektronik warga itu sangat jauh kaitannya dengan kasus korupsi 
yang diduga melibatkan oknum pilitisi dan pejabat yang kini sedang diusut 
KPK terkait pengadaan e-KTP.  
Kasus tersebut memang tidak terjadi di Kecamatan Tamalanrea 
Kaitannya jauh walaupun pasti ada, namun pengaruhnya blanko jangan 
sampai kosong, sangat disayangkan bila warga turut menjadi korban atas 
kasus korupsi bernilai triliun rupiah itu. Sebab fungsi E-KTP sangat vital bagi 
warga, selain sebagai kartu tanda identitas juga untuk kepentingan lainnya 
yang seharusnya masyarakat jangan sampai dirugikan, negara harusnya jadi 
pelindung bagi warganya, Kenapa kesalahan negara warga yang jadi korban. 
Kasus korupsi E-KTP di duga mulai terjadi sejak masih dalam 
perencanaan di tahun 2011-2012. Diduga aliran dana korupsi E-KTP sampai 
kesejumlah anggota legislative, eksekutif, BUMN dan swasta.49Sehingga 
otomatis Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai upaya Tertib 
                                                             
48 Agus Sarwono Peneliti Tranparency International Indonesia (TII) Jakarta, kompas.com. Alasan 
Blanko Habis, Faktanya Banyak Pejabat Terindikasi Korupsi E-KTP. Minggu. 12 maret 2017 
49 Muryanto Amin pengamat politik universitas sumatera utara. Adakah Kaitannya Blanko Kosong 
dengan Kasus Korupsi e-KTP?. Medan. Tribunnews. Jumat 17 maret 2017, 20:49 
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Admnistrasi di Kecamatan Tamalanrea tidak terlaksana. Khususnya 
pembuatan pelayanan E-KTP, dugaan korupsi besar-besaran ini 
menghambat pelaksanaan penerapan E-KTP diseluruh Kecamatan di 
Indonesia bukan hanya masalah tidak adanya Blanko, karena dugaan korupsi 
ini sistemnya tidak terlaksana dengan apa yang diharapkan. 
 Bentuk E-KTP yang diharapkan sebagaimana mestinya, seperti yang 
diucapkan Presiden Jokowidodo 
“Habisnya Rp 6 TRiliun jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang 
plastik hanya itu saja, sistemnya belum.” 
Bisa dilihat kekecewaan dari Bapak Presiden Jokowidodo yang 
dimana harusnya E-KTP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 14 
Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak terlaksana sebagaimana 
mestinya, Kartu tanda penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, 
adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk 
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.50 Serta tidak 
terwujud dengan baik Pasal 58 ayat 4 yaitu dari segi Pelayanan publik, 
alokasi anggaran dan Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.51 
 
                                                             
50 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 
51 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 
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C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar 
Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan 
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, 
baik dalam pengertian luas maupun sempit didalam penyelenggaraannya 
diwijudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.  
Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah 
orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya 
adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara 
bersama-bersama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
Berikut ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
Administrasi Kependudukan (pelaksanaan E-KTP) yang dilaksanakan di 
Kecamatan Tamalanrea Mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi. 
a. Faktor Penegak Hukum 
Merupakan faktor penghambat yang paling umum menghambat 
maksimalnya pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Tamalanrea karena 
kurangnya Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pak Akmal selaku Koordinator Kecamatan Tamalanrea mengatakan bahwa: 
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”Bisa dilihat sendiri saja kami mengalami hambatan dikarenakan masalah 
kurangnya SDM yang juga jadi salah satu kendala di Kecamatan 
Tamalanrea ini yang mana membuat kami kewalahan melayani 
masyarakat di Kecamatan Tamalanrea ini”.52 
 Maka pasal 4 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan 
Catatan Sipil Di Kota Makassar tidak berjalan dengan baik karena dilihat dari 
kurangnya ketersediaan tenaga sumber daya manusia (SDM) di tempat 
perekaman data Kecamatan dalam upaya proses penerbitan output KTP, 
maupun pengurusan kependudukan lainnya. 
Faktor lainnya yaitu sumber daya, jika personel yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam 
melakukan tugasnya. Meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, 
informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan dalam 
pelaksanaa program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program 
dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya 
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan 
program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang 
tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat 
dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa 
melakukan pengawasan dengan baik. jika jumlah staf pelaksana kebijakan 
                                                             
52 Wawancara dengan pak Akmal tanggal 15 maret 2017 
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terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/ kemampuan 
para pelaksana untuk melakukan program.  
Untuk itu perlu adanya manajeman SDM yang baik agar dapat 
meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini 
disebabkan karena kebijakan E-KTP merupakan hal yang baru bagi mereka 
dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang 
khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik komputer. 
 Adapun hambatan lainnya dalam hal ini pegawai di Kantor Kecamatan 
Tamalanrea melakukan kelalaian seperti yang diungkapkan beberapa 
masyarakat yaitu: 
“Saya sudah ada E-KTP, tetapi ada kesalahan penulisan nama dan umur, 
yang tertulis 61 tahun tetapi seharusnya 57 tahun dan nama saya juga 
tidak sesuai dengan yang tertera di ijazah saya yang betul itu Suriaty 
Wahab tetapi tertulis Suryati Wahab. Saya mau mengganti atau 
membetulkan umur dan nama saya.sudah dua hari pengurusan 
sebelumnya dikantor Capil Makassar”53 
“Saya datang minta E-KTP anak saya karena ada keperluan pemakaian 
E-KTP dijakarta, kan saya pindah alamat. Surat pengantar pindah dari 
kelurahan Tamalanrea jaya pindah ke kelurahan Paccerakkang. KTP nya 
hilang di Kecamatan Tamalanrea. Sudah 2 hari saya urus ini tidak ada 
hasil katanya KTP nya hilang dilaci, saya jauh-jauh datang kesini naik ojek 
yah habis ongkos disaya yang hasilnya tidak kunjung-kunjung ada”54 
Menurut pandangan penulis, terlaksananya tertib administrasi sangat 
didambakan oleh semua penyelenggara admnistrasi atau administrator 
karena pekerjaan yang admninistrasi membutuhkan ketepatan waktu, 
                                                             
53 Hasil wawancara Suriaty Wahab tanggal 01 maret 2017 
54 Hasil wawancara ibu lansia (nenek) yang tidak ingin disebutkan namanya tanggal 01 maret 2017. 
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kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar yang dilayani menjadi 
puas. Tapi sangat disayangkan kesalahan pengetikan nama dan umur ini 
menjadi masalah kecil tapi berdampak pada kualitas pelayanan pegawai 
dikecamatan tamalanrea. Sehingga ada alasan yang akan mempengaruhi 
proses pelayanan publik dikantor kecamatan tamalanrea. 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat atas 
Nama Arna. N, mengatakan bahwa: 
“Pelayanannya bagus dikecamatan tamalanrea disini, sudah berapa kali 
saya urus data kependudukan disini bagus kok selama ini, tidak susah, 
pengurusannya mudah, apalagi kalau ada kenalan atau keluarga disini 
pasti tambah dipermudah. Saya urus KTP saya yang hilang karena 
dompet sy dicopet, sekarang saya urus ulang kembali KTP saya sama 
sekali tidak dipersulit”55 
 Dari pernyataan tersebut sangat terlihat masih adanya budaya 
Nepotisme dalam kepengurusan e-KTP dilihat dari pernyataan saudara Arna 
N yang menyatakan akan dipermudah jika ada kenalan atau keluarga di 
Kantor Kecamatan. Dalam hal kualitas pelayanan publik pula tidak 
Transparansi yaitu tidak bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan, karena pegawai cenderung hanya 
membantu keluarga saja serta tidak adanya pula kesamaan hak dalam 
kepengurusan, masih melakukan diskriminasi dari aspek golongan dan status 
sosial 
                                                             
55 Hasil wawancara Arna.N. tanggal 01 maret 2017 
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b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 
Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 
implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang memadai sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sarana 
dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 
Sarana sebagai salah satu penunjang jalannya pelaksanaan program 
pemerintah yaitu E-KTP, namun berdasakan hasil observasi dilapangan, 
Fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program kerja terkait E-KTP, masih 
adanya masalah penyediaan dan fasilitas. Penyediaan blanko yang tidak 
terlaksananya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 5 dimana Pemerintah 
melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan 
secara nasional, menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota. 
Sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Dimana didalam 
pasal tidak terlaksananya pasal 4 tepatnya pada ayat 7 Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar yaitu 
semestinya menyediakan kebutuhan penunjang lainnya tehadap 
pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan seperti Blanko. 
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Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan melihat ruang 
tunggu di Kecamatan Tamalanrea sangat kecil dan hanya memiliki beberapa 
buah kursi saja, sehingga banyak dari masyarakat yang ingin mengurus 
memilih untuk berdiri karena kurangnya kursi diruang tunggu.  
Akibat dari kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan pendukung inilah, 
menurut penulis dapat membuat pelanggaran masih dapat terjadi dan 
peraturan tentang E-KTP ini masih sulit diterapkan. Masalah jaringan yang 
selalu jadi kendala, seperti keterangan wawancara yang diperoleh dari pak 
Akmal selaku koordinator Kecamatan Tamalanrea bahwa:  
“Begitupun dengan masalah jaringan, sudah dari tahun-ketahun selalu 
saja jadi maslah utama yang pastinya menghambat jalannya kerja kami 
khususnya menginput atau mengakses data-data masyarakat yang ingin 
memuat data kependudukannya” 
c. Faktor masyarakat 
 Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul yaitu 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dan itu sebagai 
bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan tetapi tidak patuhnya 
masyarakat sehingga menyalahkan pegawai dikecamatan tamalanrea 
sebagai kelalaian, padahal bukan sepenuhnya kesalahan pegawai 
dikarenakan masyarakat yang mengurus e-KTP sering menunda-nunda 
sehingga tidak sesuai dengan jadwal seperti pernyataan berikut: 
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 “Saya domisilinya disini, mulai dari September tahun 2016 saya urus 
E-KTP tapi, kata pegawai kantor Camat Tamalanrea data saya hilang, 
katanya E-KTP saya belum keluar. Sekarang saya balik buat urus E-
KTP, saya kan kuliah di Jakarta balik ke Makassar karena pengurusan 
E-KTP. Dan sekarang lagi menunggu Surat Keterangan karena 
sekarang tidak memakai E-KTP dalam bentuk kepingan sebagai mana 
mestinya hanya memakai Surat Keterangan sementara, setau saya. 
Tapi setelah satu setengah jam menunggu, saya dikasih kertas 
catatan yang isinya tanggal pengambilan surat keterangan KTP 6 hari 
kemudian. Cukup kecewa sih karena disuruh nunggu, padahal saya 
ada urusan dijakarta dan jadinya juga nanti cuma surat keterangan 
sementara, mungkin saya dengar-dengar karena tidak ada blanko. 
Mungkin ada kaitannya sama kasus E-KTP yang diberitakan di 
media”56 
Kecenderungan yang besar pada masyarakat mengartikan hukum dan 
bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya 
adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola 
perilaku penegak hukum tersebut. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum 
adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan peranan faktual 
penegak hukum terlalu banyak. Kebanyakan masyarakat masa bodoh dalam 
pengurusan E-KTP maunya kepengurusan yang efektif yang cepat 
kadangkala dalam pengurusan mewakili padahal sudah ditetapkan bahwa 
dalam pasal 58 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang 
administrasi kependudukan yaitu Data perseorangan meliputi: sidik jari, iris 
mata, dan tanda tangan. Jika melakukan melalui wali maka syarat tersebut 
tidak terpenuhi jadi pengurusan tidak bisa diwakili. Berdasarkan observasi 
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dilapangan dan wawancara langsung yang penulis lakukan kepada 
masyarakat, masyarakat cenderung dalam pengurusannya minta diwakili. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan 
Tamalanrea, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Di Kota Makassar (pelaksanaan E-KTP) belum sepenuhnya 
optimal dan belum mampu mewujudkan tertib admnistrasi. Serta tidak 
terwujudnya Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 
9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar, masalah utamanya adalah tidak 
tersedianya Blanko E-KTP dari pusat. Bukan hanya di Kecamatan 
Tamalanrea yang mengalami hambatan serupa, termasuk semua 
Kecamatan di seluruh Indonesia. Dikarenakan adanya dugaan kasus 
korupsi proyek pengadaan E-KTP berpengaruh dengan tidak 
tersedianya blanko sehingga menyebabkan pelaksanaan sistem E-
KTP tidak terlaksana dengan baik. 
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
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Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar 
(pelaksanaan E-KTP) yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea 
belum mampu mewujudkan Tertib Admnistrasi, belum sepenuhnya 
berjalan dengan baik diantaranya karena adanya faktor Penegak 
Hukum, faktor sarana atau fasilitasi pendukung, dan faktor masyarakat 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah seharusnya segera menyediakan blanko untuk setiap 
kecamatan dan menyelesaikan kasus korupsi menyangkut E-KTP agar 
pelaksanaan E-KTP bisa berjalan dengan baik. 
2. Perlunya penambahan pegawai bagian kependudukan di Kecamatan 
Tamalanrea karena kurangnya SDM, pegawai tersebut kewalahan 
dalam pengurusan karena bukan hanya pengurusan E-KTP data 
kependudukan lain seperti KK banyak yang mengurus. Kemudian 
perlunya perbaikan masalah jaringan dan ruang tunggu di Kecamatan 
Tamalanrea dikarenakan ruang tunggu sangat kecil dan hanya 
memiliki beberapa buah kursi saja sehingga banyak dari masyarakat 
yang ingin mengurus memilih untuk berdiri, sangat dibutuhkan 
perluasan tempat tunggu atau penambahan kursi.  
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